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UHAN YANG MAHA ESA

DENGAN RAHMAT
BUPATI KUTAI,

bahwa dalam upava meningkatkan dan mempercepat
belavanan Kkepaada masyarakat secara berhasii
guna dan berdava guna, diperlukan adanva
Pemerintahan - vang kuat, mampu menggerakan
rartisipasi masyarakat dan aspiratii sehingga
dapat meningkatkan pelavanan Kepada masvarakat;

bahwa untuk mencapai maksud tersebut telah
ditetapkan Keputusan Menteri daiam Negeri Nomor
64 Tahun 1999 tentang velaksanaan Undang- undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daaeran;

banwa daalam rangka pengaturan lebih lanjut,
veriu diatur dan ditetapkan dengan Peratran
Daerah Kabupaten Kutai tentang Pembentukan
Penghapusan dan Penggabungan Desa;

Undang-undang omor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Xalimantan
Barat, HKalimantan Selatan, Kalimantan Timur
{Lembaran Negara Tahun 1956, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1105);

Undang-undang Nomor 27 Tahun 195
Zenetapban Undang-undang Nomor 3 T
tentang Pembentukan Tingkat II se Xai
Nomor 22 Tahun 1939);

Q tentang
anun 1653

lalimantan (LN

e

Undang-undang Nomor Z2Z Tahun 199¢ tentang
Jemerintahan Daerah (LN Nomor 60 Tahun 1999, TLN
Nomor 3839);

Un aana unaanu Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Kabupaten Nunukan, Kabupaten
ﬁailnau Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
imur dan Kota Bontang:

Peraturan Menteri Dalam negeri KNomor 4 Tahun
1999 tentang pencabutan beberapa Peraturan
Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam
Negeri mengenai Deiahsanaan undang-undang Nomor
5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
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6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tanun
1999 tentang petunjuk Pelaksanaan dan
Penvelesaian Peristilahan Dalam Penvelenggaraan
Pemerintahan Eesa‘dan Kelurahan;

7. Keputusan Menteri'‘Dalam Negeri Nomor 64 Tapun
1599 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai
Desa;

Dengan Persetuijuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH XKABUPATEN KUTAT
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAT TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DEZA.

Daerah ini vang dimaksud dengan
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n Kesatuan masvarakat hukum vang
angan untuk mengatur dan mengurus
setempat berdasarkan asali usul dan
ng diakui dalam sistem Pemerintahan N
eranh Kabupaten;

A ()]
8]
‘l
[al}

o0 ¢

[9]]
oM

3
V1]
ORI SR\

Qurt 7
3]

O O w
[

Nt w
¥ (<
Q. =

g

f)l DJ

v
D

o w

D. Kecamat

t adalah Wilayah kerja Camat
nabupat

an

en dan Daerah Kota;

C. Tugas Pembantu adaliah penugasan dar: Pemerintab Daeran
untuk melaksanakan tugas LeruenLL vang sertai pem
sarana dan prasarana serta dava manusia
Kewaijiiban meliaporkan DELaASanaQ nva dan mempert
lawabRkan kepada vang menugaskan;
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Pemerintahan
Desa dan Badan Perwakilan
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erwakiian Desa vang selanjutnya disebut BPD adaian
erwakilian dari Pemuka-pemuka masyarakat vang ada di
vang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan

menampung dan menyvalurkan aspirasi masvarakat serta
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Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru
diwiliayvah Desa-Desa yvang telah ada:

Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yvang ada

Pengabungan Desa adalan penvatuan dua Desa atau lebih menjadi
satu Desa baru;

Desa Persiapan adaiah Desa baru di daiam wilavah Desa sebagai
hasil pemecahan vang akan ditingkatkan menjadi Desa vang
berdiri sendiri;

Pasal 2

-

Tuluan Pempentukan Desa adalah untuk meningkatkan Kemampuan

penyelienggaraan Pemerintah secara berdava guna dan Dbernasii

guna untuk menlpgxauxan pelavanan kepada masyarakat sesuai

dsngan tingkat perkembangan dan hamajua pempangunan;

Desa dibentuk dengan Keputusan Bupati Kutal perdasarkar usul

Kepaia ©Desa setelah mendapait persetuiuan DPRD ”abupaten
Tail

pembentukan Desa harus memenuhi svarat atau faktor-rakcor

FakRI2r pendudux valtu jumiah penduduk bagi terpetuknya suatu
Desa Daru sedixkitnya 1500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga
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Faktor luas wilavah vaitu luas wilavan vang terjangkau secara
berdava guna dalam rangka pemberian pelavanan dan pembinaan
masyvarakat.

Faktor 1letak vailtu wilayah vang dimiliiki perhubungan atau
komunikasi antar dusun atau unsur wilavah baglan Desa vyvang
letaknva memungkinkan tTerpenuninya faktor luas wilayah
tersebut huruf (b).

Faktor sarana dan prasarana vaitu tersedianva atau Kemungkinan
tersediannva sarana dan prasarana perhubungan pemasaran

-—

sosial, produksi, prasarana dan sarana Pemerintahan Desa.

raktor sosial budava vaitu suatu Kkondisi vang dapat
memberikaan kemungkinan adanya Kerukunan hidup Dbermasyarakat
dalam hubungannva dengan adac istiadat.

faktor kenhidupan masvarakat vaitu menjiamin tersediannva tempat
untuk mata pencarian masvarakat.

Dalam pembentukan Desa berdasarkan fzktor-faktor tersebut pada
hurui a sampal dengan I periu mempedomi tata Desa vang
memungkinkan Xelancaran perkembangan Desa vang selaras dan
sesual dengan tata ruang fisikx Desa, guna mempertahankan
K¥eselimbangan lingkungan vang lestari.
Baglan Ketiga
PEMBENTUKAN DESZ2
Paszl =
Desa dibentuk atas prakarsa masvarzkat agar mempernatikan
nak asal/usul Desa dan persvaratan vang dicantumkan Pasaili 3
sesual dengan kondisl sosial budava masvarakat setempat;
Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud avat (i) terjadi
Rarena pembsntukan Desa diluar Desa vang telah ada atau
sebagal akibat pemecahan Desa;
Pasal 3
Jesaz  vang Xarena perkembangan Keadaan dan pertimbangan-—
pertimbangan tTehnis Pemerintahan dan pelayvanan ternadap
masvarakat dimungkinkan untuk dladakan pemecanan Desa;
emecaanan Desa sebagaimana dimaksud dalam avat (i) harus
mendapat persetujuan teriebih dahulu dari BPD dengan
memperhatikan svarat- avarat teroentuxnva suatu Desa
sepagalmana dimaksud dalam Pasail 3 vang hasilnva dJdituangkan
dalam Keputusan Desa;
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rsiapan sebagaimana almaxsua daiam avat {(3) untuk
1ti menjadi Desa Difinitif harus dibina
{satu) tahun dan memenuhi syarat-svarat
uknya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3).
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sahan Desa persiapan menjadi Desa D i
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Pasal ©

Pembnntukan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ditetapkan
dalam Peraturan Desa setelan mendapat Psrsetujuan Badan
Perwakilan Desa;

Peraturan Desa dimaksud avat (1) oleh Kepala Desa segera
diusulkan kepada Bupati tembusan Camat untuk diresmikan
dencan Keputusan Bupati; :
feputusan Bupati dimaksud avat {Z) ditstapkan setelah
mencapat Perseiujuaan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
. Paszl 7
Dalam Keputusan Bupati mengsnai pembantukan Desa sebagaimana
dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 harus menvebutkan secara
ialas
Z. JName Desa.
D. Nomor Kode Cesa
C. Luas Wilavan Tesa
2. Jumlan Penduduk Desa.
=. Eatas Wilayvah Desa.
I. Jumiah Dusun/RW/RT.
2. Susunan nama Aparat Dssa.
Zacte dimaksud avat (1) meliputi Desa Induk dan Desa vang
narv dibentuk dengan melampirkan peta wilavan adminiscrasi
Ssemerintahan;
Pasa:i §
Zangan Dberdasa rkan pada Adat Istiadat dan asal usul Desa
dalam wllavan ©Desa dimungkinkan adanya pembagian wilayan
vang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintanan
Desa;
febpuTan hagian wilavan Desa sebagaimanz dimaksud daliam avat
i) disesualkan dengan sosial budava masvarakat setempat
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Agar supava Desa vang dibentuk mampu mengatur dan mengurus
kepentingan masvarakat setempat berdasarkan asali usul dan adat
istiadat, Desa mempunvai kewenangan sebagai berikut

3
o

@]

Kewenangan vang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa

antara lain

1. Menetapkan Peraturan Desa.

Z. Menvelenggarakan Pemerintahan Desa.

3. Memiliir Pimpinan Pemerintahan Desa.

4, Meﬁiliki Kekavaan Desa.

5. Menggali dan Menetapkan Sumber-sumber Belanja Desa.

6. Memberdavakan masvarakat Desa untuk bergotong rovong dan
perpartisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan.

7. Mendamaikan perselisihan yang terjadi antara warga Desa.

2. Menvelenggarakan usaha-usaha 1lain untuk Kesejanteraan

masvarakat Desa.

Kewenangan vang oleh Peraturan Perundang-undangan vang berlaku
pelum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintahan .antara lain

1. Membangun dan memelihara jalan Desa dan jalan lingkungan.
2. Memelihara dan mengatur pembag:ian balJran air.
3. Membangun dan memelihara sarana dan prasarana {(fasiiitas

umum} di Desa.

Tugas pempantuan dari pemerintan, psmerintah propinsi atau
pemerintan Kabupaten;

Tugas pembpantuan sebagaimana dimaksud avat (3) disertai dengan
vembiavan , sarana dan prasarana ssarta sumber daya manusia;
BAB TI11
PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN DESA
Pasal 10
Desa vang karena perkembangan masvarakat dan wilavannva
tidak lagil memenuhl persvaratan sebagaimana dimaksud Pasal
i3) atas prakarsa masvarakat dimungkinkan dapat disatukan
atau dinapuskan;
Penvatuan atau penghapvusan dimaksud avat (1) ditetapkan
dalam Peraturan Desa setelah mendapat Persetujuan Badan
Perwakilan Desa kemudian diusulXan olsh Kepala Desa Kepada
Bupzitli dengan tembusan Camat:
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Usul Kepala Desa sebagaimana dimaksud avat (Z) oleh Bupati
diminta persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakvat Daerah;
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envatuan atau pengnapusan Desa sebagaimana dimaksud Pasal
0 ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

(B 'U

PEY

Keputusan Bupati sebagamana dimaksud avat (1) ditetapkan
seteiah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerzah
untuk disosialisasikan kepada masyarakat dan instansi vang
bersangkutan;

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Desa vyvang ada pada saat mulal berlaku Peraturan Daerah ini
tetap sebagal Desa atau vang disebut dengan name lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurui a Peraturan Daerah
ini; -

Desa-Desa vang ada dalam wilayan Xxotamadyva dan Kotz
administratifs dengan Dberlakunva Peraturan Daerah ini
ditetapkan sebagal Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 nurui n Undang-undang Nomor 22Z Tahun 1999;

Pasai 13

Selama belum ditetapkan Peraturan pelaksanaan Peraturan
Daerah ini, seluruh Instruksi petunjuk dan pedoman vang ada,
jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daeran ini
dinvatakan tetap berlaku;

Ketentuan peraturan vang bertentangan ¢an atau tidak sesuai
iengan Peraturan Daeranh ini diadakan penvesuaian.
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Dengan Dperliakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan
vang mengatur mengenal pembentukan, pemecahan, penyatuan dan
penghapusan Desa dan Ketentuan-ketentuan lain vang bertentangan
dengan Peraturan Daerah ini dinvatakan tidak beriaku.

Pasal 13
Hal-hal vang belum dilatur diatur dalam Peraturan Daeranh ini
akan diatur 1lebinh laniut ole: Bupati sepanjang mengenai
Pelaksanaannva.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini muiai berlaku pada tangg
Agar s=t1ap orang dapalt mengetanuinyva, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Dasrah ini dendgan menempatkannva adalam Lembaran
Daeran Xabupaten Kutai
Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 29 P¢bruari 2000
DRS. H. SYAUKANI. HR.
~eedznakan dalgm lembaran Daerah
;}',;:L.’”J; = oy Daéra ngka‘tﬂ Kute:
i\‘;:;“*‘“ 3 + pespunei doo
© 7 Sekrftaris .nayah Daerah
DRS. H- 01/ BArN
Mp. 99 831.



